
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR   16 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan

mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya

manusia menjadi sumber daya yang berkualitas

dan berakhlak mulia yang mampu menjawab

tantangan,  tuntutan dan perubahan kehidupan

di tingkat lokal, nasional dan internasional

melalui suatu penyelenggaraan pendidikan

gratis yang berkualitas atau bermutu dan

berbasis budaya lokal;

b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan

berbasis budaya lokal perlu dipenuhi melalui

pemerataan, perluasan akses, relevansi,

peningkatan mutu dan daya saing serta

penguatan tata kelola penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan

berkualitas dan kebijakan pendidikan nasional;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan PERATURAN

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana diubah dengan PERATURAN

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas PERATURAN Pemerintah



Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah

Daerah bertanggung jawab mengelola sistem

pendidikan nasional di daerah serta

menetapkan kebijakan daerah di bidang

pendidikan dalam suatu PERATURAN Daerah

tentang penyelenggaraan pendidikan untuk

kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

perlu membentuk PERATURAN Daerah tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan

Berkualitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan PERATURAN Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan

PERATURAN Pemerintah 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas PERATURAN

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2012 Nomor 7);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

3. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

7. Kantor  Kementerian Agama adalah  Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah

kriteria  minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BNSP

adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh

Pemerintah.

10. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai

unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan

orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat

yang peduli pendidikan.

12. Badan Advokasi Guru Daerah adalah badan yang memberikan bantuan

perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.



13. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen

sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

15. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan

Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal,

Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan

non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan

pendidikan pada jalur pendidikan non formal.

16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang

didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.

18. Pendidikan Bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu

pada satuan pendidikan.

19. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen

penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.

20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap

jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah atau masyarakat.

21. Standar Mutu Pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga

kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu

kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu

pengelolaan, standar mutu pembiayaan, dan standar mutu penilaian

pendidikan


